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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR o{ TAHUN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat {U
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
olelr Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten*Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7Oe2l;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 00);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa3$;

7. Undang-Undang ...
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undang-undang Nomor 28 Tahun 2ao9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang Pemerintahan
Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5'8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, tr.*bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6Lfl;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
pemerintah, Lapoian Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2ao7 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 46931;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5165);
l-3. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OL7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran N"g.r" Republik Indonesi Tahun 2a17

Nomor 73, Tambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dew11

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 1"06, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ia19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2ALB tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara

nepuUtit< Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8.

9.

1"7. Peraturan....
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l-7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri No*or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keiangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor ruZil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratu,ran

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara nepuutit< Ind,onesia Tahun 2ol7 Nomor a50);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dagrah

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2aa6 Nomor 34);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2al6
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,

iambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019

tentang Anggaran pendipatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran Zdtg (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2A1g Nomor o 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahTahunAnggaran2olg(LembaranDaerah
KabupatenKarorahun2olgNomor05,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:
a. laPoran realisasi anggararl;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laPoran oPerasional;
e. laPoran arus kas;

(f) laPoran "'.
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Selisih anggaran dengan realisasi
minus Rp3.203. 130.757,58 dengan

pembiayaan neto sebesar
rincian sebagai berikut :

Rp. 349.277.714.503,00

Rp. 346.O74.583.745-42
(Rp 3.2O3.130.7s7,s8)

1. Anggaran
pembiayaan
perubahan

2. Realisasi
Selisih

penenmaan
setelah

Pasal 4

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019

sebagai berikut:
a. saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 35O.172.679.545,49
b. penggunain SAL sebagai Rp. 346 .969 .548 .7 87 ,42

Penerimaan PembiaYaan
Tahun Berjalan
Sub Total RP' 3'203' 130'758'07

c. Sisa l,ebih/Kurang Rp' 239'680'537'856'64
Pembiayaan
(SILPA/SIKPA)
Sub Total

d. Koreksi Kesalahan
Tahun SebelumnYa

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 239.680.537.856,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf c per 31

Desember Tahun 2Al9 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp' 2'657 '6A2'578'249'09
b. Jumlah kewajiban Rp. 7.368.263.349,00
c. Jumlah ekuiias dana Rp' 2'657 '602'578'249'09

Pasal 6

Anggaran

RP. 242.883.668..6L4,77
Pembukuan (RP. 3.203. 130.758,07)

Laporan Operasional sebagaimana
(1) huruf d untuk tahun Yang
Desember 2Ol9 sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO
b. Beban-LO

Surplus/Defisit dari
Operasional

c. Kegiatan Non OPerasional
Surplus/Defisit-Lo

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana diryaksud dalam Pasal

i iy"t (1) huruf (e) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

dimaksud dalam Pasal 1 aYat
berakhir samPai dengan 31

Rp. 1.401.753.390.428,91
Rp. L .498 .22O .627 .7 54 ,64
(Rp. 96.467.237.325,73)

(Rp. 3.418.477.998,80)
(Rp. 100.007.373.97O,53\

Desember 2OL9 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit-Lo
c. Koreksi Ekuitas Tahun

SebelumnYa
d. Koreksi Ekuitas Tahun Beq'alan
e. Koreksi Ekuitas lainnYa
f. Ekuitas Akhir

Rp. 2.528.O39 .724.799 ,45
(Rp 100.007.373.97O,53t
Rp. 0,00

0,00
222.2A1.964.071,L8

2.650.234.3 14.900,09

Rp.
Rp.
Rp.

Pasal 8 ...
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Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e

urrtuk tahun yang berikhir sampai dengan 31 Desember 2Ol9
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Per 1 Januari
tahun 2Ol9

b. Arus kas dari aktivitas oPerasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi
d. Arus kas dari aktivitas

pendanaan
e. Arus kas dari aktivitas

Transitoris
f. Saldo akhir kas di bendahara

pengeluaran
g. Saldo akhir setara Kas
h. Saldo akhir kas lainnYa
i. Saldo Kas di BLUD
j. Saldo Kas Dana KaPitasi JKN

pada Bendahara FKTP
i. Saldo kas akhir Per 31 Desember

tahun 2018

Rp. 248.830.248,00

Rp. 205.302.578.810,49

Rp. 89.884.904.754,76
(Rp. 197.173.915.685,54)
Rp. 0,00

Rp. 42.185.827.980,93

Rp O,00
Rp 2.523.726,00
Rp. 3.758.630.7L7,44

Rp. 2.49O.352.147,OO
Rp 154.8 10.873.824,64

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1

ayat (1) huruf g talrrn Anggaran 2Ol9 memuat informasi baik
*l""rr.' kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada iasat I t"rcu"rrtum dalam Lampiran yang merupakan bagian

ta* terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VIi
h. Lampiran VIII

Laporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belania
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
d.alam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan; dan

: Daftar Piutang Daerah
h. Lampiran ...



i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

o. l,ampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Larnpiran XVlll
s. Lampiran XIX

DaItar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak
Tertagih
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir
Daftar Penyertaan Modal {Investasi} Daerah
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Daftar Dana Cadangan Daerah
Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Daftar Kewqjiban Jangka Panjang
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembaii Daiam Tahun
Anggaran Berikutnya
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah

Pasal 11

Ditetapkan di
pada tanggal

Kabanjahe
cr fogtc*bnr loto

t.Lampiran XX :

Lampiran Laporan Keuangan tercantum dalam Pasal 1 ayat {2}
adalah ikhtisar la.poran Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah qsebagairnana tercantum dalam
Lampiran VIII yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di kmbaran
Daerah Kabupaten Karo.

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2l
SEKRETARIS DAE ATEN KARO,

KELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUP KARO TAHUN 2A19 NOMOR "..oq

TERKELIN BRAHMANA

{NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO. PRO\'INSI SUh{,{TBRA UTARA:{r-1gl2d


